SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang @  bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum dalam
pelaksanaannya, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat M

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
L.embaran Negara Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3298);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3502); 2
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);



10.

11

12.

13

14.

19.

16.

th

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4132);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4866):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49);
Peraturan Pemerintah  Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575); j
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah nesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585); '

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahtn
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara nesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5107);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330)
beserta perubahannya;
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Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008
tentang pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si dan
Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengnan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah
Daerah;

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. =
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 29); :
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
06 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 31);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 08 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 33);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun
2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 34 );

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
10 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 35);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 13 Tahun 2009);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan
Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2010);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
25 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 25),

diubah sebagai berikut :

Pada BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2010, dikecualikan untuk Anggaran
yang sedang berjalan yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur. ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 September 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
H. AWANG FAROEK ISHAK
Diundangkan di Samarinda

pada tanggal 29 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 48.
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